
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 
 

NOMOR  51  TAHUN   2015 
 

TENTANG 

 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
BUPATI PANDEGLANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 

ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah; 

  
 

Mengingat 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan   Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik   Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor  5340); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor  110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
PedomanPengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan 
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

Serta Penyampaiannya;  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memperhatikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

: 
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 
2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan 

Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Millk 

Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang 
Tahun 2010 Nomor 2); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);  

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2); 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  Nomor 
188.32/389/KEUDA, tanggal 7 April 2014 tentang 
Fasilitasi/Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2013 dan Modul Penerapan Akuntansi 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;    

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH. 
  

 

BAB I 
KETENTUAN  UMUM 

 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 

4. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengikhtisaran akuntansi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta 
penginterpretasian hasilnya. 

 

5. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

6. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang 
dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan 



keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode 
maupun antar entitas. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang masa berlakunya 
dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 

berkenaan. 

8. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

9. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan satu atau lebih entitas 
akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan. 

10. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, 
utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta 

mengakui pendapatan, belanja dan pembayaran dalam pelaporan 
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. 

 

BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik 

yang dipilih oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan. 
 

(2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar Kerangka 

Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

Pasal 3 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari: 

a. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan 

b. Kebijakan akuntansi akun. 

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan 
yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. 

 
(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau 
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas : 

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan 

b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. 

(4) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah 



daerah. 
 

Pasal 4 

(1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 dan Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
 

BAB I 
 

BAB II 
 

BAB III 

 
 

BAB IV 

 
 

BAB V 
 

BAB VI 
 

BAB VII 
 

BAB VIII 
 

BAB IX 
 

BAB X 
 

BAB XI 
 

BAB XII 
 

BAB XIII 
 

BAB XIV 
 

BAB XV 
 

BAB XVI 
 

BAB XVII 
 

BAB XVIII 
 

BAB XIX 
 

BAB XX 
 

BAB XXI 
 

BAB XXII 

 
 
 

BAB XXIII 
 

BAB XXIV 
 

BAB XXV 
 

: 
 

: 
 

: 

 
 

: 

 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 
 

: 

 
 
 

: 
 

: 
 

: 

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN 
 

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS 

KAS 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN 

LEBIH  
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
  

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PEMBIAYAAN 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN 
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 
(RESTATEMENT) 

 

(2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan sistematika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
KETENTUAN LAIN 

 

Pasal 5 
 

Hal-hal yang tidak dapat dilakukan dalam tujuan penyajian laporan keuangan 
sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Bupati ini, diungkapkan dalam 

Catatan atas laporan keuangan. 



 

BAB IV 
KETENTUAN  PENUTUP 

 
Pasal  6 

 

Pada saat Peraturan Bupati Pandeglang ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Pandeglang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 43), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pandeglang. 

 

       Ditetapkan di Pandeglang 

            pada tanggal 27 Nopember 2015 

 

BUPATI  PANDEGLANG, 

 

 

 

 

ERWAN  KURTUBI 

Diundangkan di Pandeglang 

pada tanggal  27 Nopember 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

 

 

      AAH WAHID MAULANY 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR  51 

 

 


